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PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Leni  Marlina  Binti  Bicin,  tempat  dan  tanggal  lahir  Sarolangun,  14

Desember  1974,  agama  Islam,  pekerjaan  Ibu  rumah

tangga,  Pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas,

tempat kediaman di Pasar Bawah RT. 04 Sarolangun

Kelurahan  Pasar  Sarolangun  Kecamatan  Sarolangun

Kabupaten Sarolangun sebagai  Penggugat,   

melawan

Peri  Darmawan  Bin  Tabroni,  tempat  dan  tanggal  lahir  pelawan,  05

Agustus  1968,  agama  Islam,  pekerjaan  Sopir,

Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT. 08

Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun Kabupaten

Sarolangun sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 April 2018 telah

mengajukan  gugatan  Cerai  Gugat,  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan  Agama,  dengan  Nomor  97/Pdt.G/2018/PA.Srl,  tanggal  24  April

2018,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa  pada  tanggal  08  Januari  1994  Penggugat  dengan  Tergugat

melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Sarolangun  Kabupaten  Sarolangun

Provinsi Jambi sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor
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: 09/09/I/94 seri IB tanggal 08 Januari 1994 dan sesaat setelah akad nikah

Tergugat ada mengucapkan shighat ta’lik talak yang bunyinya sebagaimana

terdapat didalam kutipan Akta Nikah tersebut;  

2. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut  dilangsungkan  Penggugat  dengan

Tergugat  bertempat  tinggal  di  orang  tua  penggugat  selama  8  bulan,

kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama

sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;  

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul

sebagaimana layaknya suami istri  (ba’da dhukul) dan telah dikarunia lima

orang anak yang bernama :

3.1. Ari Setiawan bin Peri Darmawan umur 22;

3.2. Vira Rahma Aulia Putri binti Peri Darmawan umur 19 tahun;

3.3. Aulya Ferlyana binti Peri Darmawan umur 12 tahun;

3.4. Salsabila Jamilah binti Peri Darmawan umur 10 tahun; 

3.5. Abid Aqila Pranaja bin Peri Darmawan umur 5 tahun;  

4. Bahwa pada  mulanya rumah tangga Penggugat  dan  Tergugat  rukun dan

harmonis,  akan  tetapi  sejak  tahun  2011  ketentraman  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat mulai goyah, Antara Penggugat dan Tergugat terus

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain :

a. Bahwa tergugat tidak jujur dalam keuangan sehingga Penggugat tidak tau

penghasilan Terguga 

b. Bahwa Tergugat kurang perhatian terhadap anak dan istri. 

c. Tidak  ada  komunikasi  yang  baik  dalam  masalah  pekerjaan  maupun

penghasilan sehingga terjadinya keributan;  

5. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dengan

Tergugat terjadi pada tahun 2015 yang disebabkan bahwa Tergugat cemburu

serta  menuduh  Penggugat  selingkuh  sehingga  antara  penggugat  dengan

tergugat  terjadi  pertengkaran  hebat  dan  pada  bulan  Januari  tahun  2017

terjadi  lagi  pertengkaran yang menyebabkan sang Tergugat mengucapkan

kata Talak;  

6. Bahwa pihak keluarga Tergugat tidak ada seorangpun yang berusaha untuk

mendamaikan antara Penggugat dengan Terguga 
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7. Karena tidak ada perdamaian maka Penggugat merasa tidak ada harapan

lagi untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan tergugat dimasa yang

akan datang ;  

Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  tersebut,  Pemohon  memohon  kepada

Pengadilan  Agama  Sarolangun,  agar  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat;  

3. Membebankan  pembayaran  biaya  perkara  ini  sesuai  dengan  ketentuan

perundang-undangan yang berlaku;  

 Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

              Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil

atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

relaas  panggilannya  dibacakan  di  dalam  sidang,  sedangkan  tidak  ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk

bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat  yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun,

dengan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Srl, tanggal 24 April 2018   yang maksud dan

isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk menguatkan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Surat:
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Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan  Sarolangun  Kabupaten  Sarolangun  Propinsi  Jambi    Nomor  :

09/09/I/1994 tanggal 11 Januari 1994, bukti tersebut telah dicap pos dan cocok

dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P;

B.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Saksi:           

1. Soevina binti Sarun, tempat tanggal lahir Pariaman 12 Desember1972

(umur  45  tahun),  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan  ibu  rumah

tangga,  tempat  kediaman  di  RT.04  Kelurahan  Pasar  Sarolangun

Kecamatan  Sarolangun,  Kabupaten  Sarolangun  di  bawah  sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut: 

 Bahwa saksi adalah tetangga sebelahan rumah Penggugat;

 Bahwa Penggugat  telah  menikah dan  nama suami  Penggugat,

yaitu Peri Darmawan; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah  dikaruniai 5 orang anak;

 Bahwa keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat sekarang

tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

 Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat

dan  Tergugat  bertengkar,  karena  saksi  tinggal  bersebelahan  rumah

dengan Penggugat; 

 Bahwa  penyebab  pertengkaran  antara   Penggugat  dengan

Tergugat  adalah  karena  Tergugat  menuduh  Penggugat  berselingkuh

dengan laki-laki lain; 

 Bahwa Penggugat  dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal

lebih  kurang  1  tahun  yang  lalu  dan   sejak  pisah  tempat  tinggal

Penggugat dan  Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;  

 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan

oleh pihak keluarga;

2. Juraida binti M. Daud, tempat tanggal lahir Sarolangun  21 Agustus 1976

(umur  41  tahun),  agama  Islam,  pendidikan  SI,  pekerjaan  PNS,  tempat

kediaman  di  RT.  01  Kelurahan  Sukasari   Kecamatan  Sarolangun
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Kabupaten  Sarolangun  di  bawah  sumpahnya  memberikan  keterangan

sebagai berikut:

 Bahwa saksi adalah tetangga depan rumah Penggugat;

 Bahwa Penggugat telah menikah dan saksi kenal dengan suami

Penggugat, yaitu bernama Peri Darmawan;

 Bahwa Penggugat  dan Tergugat telah dikaruniai   5 orang anak;

 Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat

sekarang  sudah  tidak  rukun  lagi,  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran;

 Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan

Tergugat  bertengkar,  tetapi  Penggugat  sering  bercerita  kepada  saksi

bahwa  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan

dan pertengkaran;

 Bahwa  penyebab  pertengkaran  antara  Penggugat  dengan

Tergugat berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi karena Tergugat

menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah  berpisah tempat tinggal

sejak  lebih  kurang  1  tahun yang  lalu  dan sejak  pisah tempat  tinggal

Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;

 Bahwa pihak keluarga belum ada mendamaikan Penggugat dan

Tergugat; 

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun

lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat  menyatakan bahwa ia  tetap

ingin  bercerai  dari  Tergugat  dan  mohon  agar  Majelis  Hakim  menjatuhkan

putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam

berita  acara sidang perkara ini  dan untuk mempersingkat uraian putusan ini

ditunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana tersebut di atas;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan

memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai

dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam

Pasal  65  dan  Pasal  82  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo

Pasal  31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di

Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam

Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor   01  Tahun  2016

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

           Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan

gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak tahun 2004 antara

Penggugat  dengan  Tergugat  terus-menerus  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  yang  disebabkan  :  a.)  Tergugat  tidak  jujur  dalam  masalah

keuangan, b.) Tergugat kurang perhatian terhadap anak dan isteri, c.) Tidak ada

komunikasi  yang  baik  dalam masalah  pekerjaan  maupun  penghasilan  yang

puncaknya terjadi pada bulan Januari 2017, sehingga antara Penggugat pisah

tempat tinggal;           

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas,  Penggugat

telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebankan  biaya  perkara  sesuai  dengan  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

           Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan

Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan;
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           Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1, karena

berkaitan  dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangankan kemudian

setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang,  bahwa  bahwa  meskipun  tidak  ada  bantahan  dari  pihak

Tergugat karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi karena perkara a quo

mengenai  perceraian,  maka  kepada  Penggugat  tetap  dibebankan  untuk

membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan di persidangan Penggugat

telah mengajukan  bukti tertulis  P dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis

Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P yang diajukan Penggugat, Majelis

Hakim  berpendapat  bahwa  alat  bukti  tersebut  merupakan  fotokopi  sah  dari

suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai

dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P itu telah memenuhi persyaratan

formil.  Di  samping  itu,  alat  bukti  P  tersebut  memuat  keterangan  yang

menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi

persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan

dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P a quo, sesuai dengan ketentuan

Pasal 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi

Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah

dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Januari 1994,

sehingga Penggugat memiliki legal standing  untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P diperoleh fakta Penggugat dan

Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal

49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

telah  diubah  pula  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  yang

menjelaskan  “Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,

memutus dan menyelesaikan perkara di  tingkat  pertama antara orang-orang

yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan …”. dan di dalam penjelasan

pasal  tersebut  dijelaskan  pula  bahwa  bidang  perkawinan  adalah  “…  (9)
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Gugatan perceraian,  maka Pengadilan Agama berwenang mengadili  perkara

ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P diperoleh fakta pada tanggal 08

Januari  1994  Penggugat  dengan  Tergugat  melangsungkan  akad  pernikahan

yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi   sebagaimana diterangkan

di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/I/1994 tanggal 11 Januari 1994;

 Menimbang,  bahwa  terhadap  alat  bukti  dua  orang  saksi  diajukan

Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama

dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah

hadir  secara pribadi  di  persidangan, telah memberikan keterangan di bawah

sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk

didengar kesaksiannya;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi-saksi  Penggugat  tentang  telah

terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  terus-menerus  antara  Penggugat

dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan

saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping

itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain,

meskipun   saksi  kedua  tidak  melihat  secara  langsung  perselisihan  dan

pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat,  namun  saksi mengetahui

sendiri  pisah  rumahnya  Penggugat  dan  Tergugat,  sehingga  Majelis  menilai

keterangan saksi  tersebut  telah    menerangkan    suatu    akibat     hukum

(Rechts Gevolg ), sesuai dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 299/K/AG/2003;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171

- 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi

yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

           Menimbang, bahwa berdasarkan  keterangan saksi pertama Penggugat

diperoleh  fakta  yang  pada  pokoknya adalah sebagai berikut:

1.  Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

2. Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sekarang  tidak

rukun  lagi,  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan

Tergugat menuduh  Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
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3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak

lebih kurang 1 tahun yang lalu dan sejak pisah tempat tinggal Penggugat

dengan Tergugat  tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi  kedua  Penggugat

diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa   Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang sah;

2. Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sekarang  tidak

rukun lagi; 

3.  Bantara  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  pisah  tempat  tinggal

sejak  lebih  kurang  1  tahun  yang  lalu  dan  sejak  pisah  tempat  tinggal

Penggugat dengan Tergugat  tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian

yang  diajukan  Penggugat  adalah  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan  jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1

Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan

bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;

Menimbang,  bahwa berdasarkan keterangan saksi  pertama dan saksi

kedua Penggugat  yang saling  bersesuaian ditemukan fakta  bahwa keadaan

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sejak lebih

kurang 1 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan

sejak  pisah  tempat  tinggal  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  pernah  hidup

bersama lagi; 

Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut,  maka  Majelis  Hakim

berpendapat  bahwa rumah tangga Penggugat  dengan Tergugat  telah pecah

(broken marriage) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan

demikian Majelis Hakim berpendapat pula antara Penggugat dengan Tergugat

telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus-menerus.

Mempertahankan  kondisi  rumah  tangga  seperti  demikian  hanyalah  sia-sia
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belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua

belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

المصالح      جلب من أولى المفاسد               درء

Artinya: “Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  memandang  perlu  pula

mengetengahkan pendapat pakar fiqih  Al Sayyid Sabiq dalam fiqh al sunnah

juz  II  hal  249  dan  mengambilnya  menjadi  pendapat  Majelis  Hakim  yang

berbunyi :

بينهمــا            الصلح عن وعجز الضرر ثبت اذا ئنـة بـا طلقـة الـقاضي يطلقـها

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti

adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”; 

Menimbang,  bahwa  dalam  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan  jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1

Tahun  1991  Tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia,  dinyatakan

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f)  Antara suami

istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung

Republik  Indonesi  Nomor  379/K/AG/1995  tanggal  26  Maret  1997,  yang

kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan bahwa, ” suami

isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun

kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah

memenuhi  alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

1975,”;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  2  (dua)  orang  saksi,

dikaitkan  dengan  ketentuan  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam  di

Indonesia  di  atas,  maka  Majelis  Hakim  sepakat  berpendapat  bahwa  antara

Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri

sehingga  gugatan  Penggugat  telah  mempunyai  cukup  alasan,  berdasarkan

hukum dan tidak melawan hukum;
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Menimbang,  bahwa  dalam Pasal  149  ayat  (1)  R.Bg  dinyatakan  “Bila

pada  hari  yang  telah  ditentukan  Tergugat  tidak  datang  meskipun  sudah

dipanggil  dengan  sepatutnya  dan  juga  tidak  mengirimkan  wakilnya,  maka

gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut

Pengadilan  Negeri  (Agama)  itu  bahwa  gugatannya  tidak  mempunyai  dasar

hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  di  atas,

dikaitkan  dengan  tidak  hadirnya  Tergugat  padahal  Tergugat  telah  dipanggil

secara resmi dan patut serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah

atas  ketidakhadirannya tersebut,  maka Majelis  Hakim sepakat  mengabulkan

petitum  poin  2  gugatan  Penggugat  dengan  verstek  sebagaimana  terdapat

dalam amar putusan ini;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  diceraikan  berdasarkan

putusan  Pengadilan  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  119  ayat  (2)  huruf  c

Kompilasi  Hukum  Islam,  Penggugat  dan  Tergugat  diceraikan  dengan

menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang,  bahwa  petitum  gugatan  Penggugat  poin  3,  oleh  karena

perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai  Pasal  89 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula

dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka  biaya  perkara  ini

dibebankan kepada Penggugat  yang besarnya sebagaimana terdapat  dalam

amar putusan ini;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  Majelis  atas  masing-

masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan

Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

                                                   MENGADILI                                                    

1. Menyatakan   Tergugat yang telah dipanggil secaara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengn verstek; 
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3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Peri Darmawan binti Tabroni)

terhadap Penggugat (Leni Marlina binti Bicin); 

4. Mebebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga

kini dihitung sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);  

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 7 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami  Drs. Yenisuryadi, M.H.

sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.  dan Ermanita Alfiah, S.H.

masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  dalam

sidang terbuka untuk  umum pada hari  itu  juga,  oleh  Ketua Majelis  tersebut

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh  Dra. Zuriah sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

Drs. Yenisuryadi, M.H.

Hakim Anggota,

Ermanita Alfiah, S.H.
Panitera Pengganti,

Dra. Zuriah
Perincian biaya :

  1.  Pendaftaran           Rp   30.000,00
   2.  Proses           Rp   50.000,00
  3.  Panggilan           Rp 220.000,00
  4.  Redaksi           Rp     5.000,00
  5.  Meterai           Rp     6.000,00

    Jumlah           Rp 311.000,00
    ( tiga ratus sebelas ribu rupiah ) 
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